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Abstract

This study aims to evaluate the implementation of electronic procurement of goods
and services by the Government City of Yogyakarta, as an effort to create good governance
especially in terms of procurement. This study compares the perceptions of user that consist of
procurement committee and the providers of goods and services.

Research location is in Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) of
Government City of Yogyakarta as a system developer with the sample of the procurement
committee and partner of goods and services that are spread in Yogyakarta and surrounding
areas.

This research uses t-test by using a reference measurement system on the success of
end-user computing satisfaction developed by Torzadeh and Doll (1991). The results show a
difference of perception between the committee and the procurement of goods and services
providers to the implementation of e-proc system. There is difference in perception between
users of e-procurement supplier of goods/ services and the procurement committee.

Implementation of e-procurement system is being run by the Government City of
Yogyakarta is currently has not been relatively applied, because the technology gap that has
led to the differences in perception between the committee and the procurement of goods and
services providers.
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PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah untuk
menciptakan transparansi publik adalah
dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengem-

bangan e-government. Pengembangan e
government merupakan upaya mengem-
bangkan penyelenggaraan  pemerintahan
yang berbasis elektronik dalam rangka
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meningkatkan kualitas layanan publik secara
efektif dan efisien.

Selain permasalahan rendahnya pe-
layanan publik pada instansi pemerintahan,
kegiatan pengadaan barang dan jasa pada
sektor publik masih mempunyai  banyak
masalah baik itu prosedur maupun hasilnya.
Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa
yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
tahun 2003 yaitu efisien, efektif, terbuka dan
bersaing, transparan, adil, dan akuntabel,
masih menyisakan berbagai kasus korupsi
yang banyak ditemukan (www.kpk.go.id,
2009).

Pemerintah Kota Y ogyakarta, sebagai
salah satu instans pemerintah daerah yang
sudah melaksanakan sistem pengadaan
barang melalui e-procurement, menjadi
obyek penelitian ini karena belum adanya
penilaian yang menjadi dasar dalam menilai
efektivitas dan efisens sistem pengadaan
barang dan jasa secara on-line serta dalam
pengembangan sistem tersebut di masa
datang. LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) Kota Y ogyakarta didirikan pada
bulan Juli tahun 2008 sebagai bagian dari
upaya pemerintah kota Yogyakarta untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, per-
saingan sehat dan akuntabilitas dalam pelak-
sanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Y ogyakarta.

Hambatan implementasi e-procure-
ment adalah kesiapan sumber daya manusia
terkait masalah mental, masih terbatasnya
pengetahuan transaksi secara on-line dika-
langan vendors maupun unit-unit di perusa-
haan, kompatibilitas dan kehandalan sistem
yang dibangun masih diragukan, auditor
khususnya Badan Pemeriksa Keuangan
belum sepenuhnya menggunakan standar
transaks on-line, dan belum adanya aturan
dan standar pelaksanaan e-procurement.

Beberapa penelitian terdahulu yang
mengukur keberhasilan implementasi sistem
e-procurement yang diukur dari persepsi dan

tingkat kepuasan pengguna akhir telah dila-
kukan pada pemerintah kota Surabaya.
Nurliya (2007) mengukur kepuasan peng-
guna akhir yaitu para pengguna barang/jasa
yang memanfaatkan layanan e-procurement
menghasilkan gambaran bahwa implementa-
s sistem e-procurement di pemerintah kota
Surabaya telah berhasil dilakukan.

Penelitian sgienis yang dilakukan
pada obyek yang sama yaitu pemerintah
kota Surabaya yang bertujuan untuk menilai
efektivitas dan efisiensi sistem e-procure-
ment dilakukan oleh Wijayanto (2008). Per-
bedaan penelitian ini dengan pendlitian se-
belumnya adalah menambahkan pengukuran
gap analysis dari nilai ekonomis yang diha-
silkan oleh penyedia barang/jasa dan
pengelola. Hasil yang didapat dari penilaian
sistem menunjukkan bahwa kepuasan peng-
guna vyaitu penyedia barang/jasa dan
pengelola sistem menunjukkan tingkat
kepuasan yang sama, sehingga dari peneliti-
an ini juga didapat hasil bahwa penerapan
sistem e-procurement yang sedang berjalan
pada pemerintah kota Surabaya tel ah berhasil.

Penelitian yang mengukur persepsi
masyarakat terhadap penerapan sistem baru
pengadaan barang dan jasa sektor publik
dilakukan oleh Rafiqul (2007). Penélitian ini
berlatar belakang proses pengadaan
barang/jasa yang ada di Bangladesh. Hasil
dari penelitian ini adalah 70% para peng-
guna layanan memahami prosedur peng-
adaan dan 30% terpecah kedalam berbagai
pendapat yaitu cukup paham dan tidak paham.

Dengan adanya beberapa temuan
penelitian dan beberapa kasus dalam imple-
mentasi sistem e-procurement di beberapa
pemerintah daerah tersebut, baik kesiapan
pemerintah daerah seperti yang dilakukan
oleh Prabowo (2009) pada pemerintah Ka-
bupaten Sleman terhadap rencana imple-
mentasi  sistem e-procurement  maupun
penilaian atas sistem yang sedang berjalan
pada pemerintah kota Surabaya yang dila-
kukan oleh Nurliya (2007) dan Wijayanto
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(2008), menjadi alasan pemilihan topik ini.
Mengingat kota Y ogyakarta telah menerap-
kan sistem e-procurement yang saat ini se-
dang berjalan pada tahun kedua, maka
penelitian ini bertujuan untuk menilai im-
plementasi awal sistem e-procurement pada
pemerintah kota Y ogyakarta dengan melihat
persepsi pengguna layanan yaitu panitia
pengadaan dan penyedia barang/jasa atas
aplikasi sistem e-procurement.

TINJAUAN TEORITISDAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
E-commerce

E-commerce adalah penggunaan
media elektronik sebagai wadah dalam per-
tukaran produk antar individu satu dengan
yang lain dan antar individu dan kelompok
lain yang berbasis intranet dan ekstranet
(Jaworski, 2002). Tujuan utama dari e
commerce adalah mengurangi biaya tran-
saksi dan menyelaraskan semua proses
(Awead, 2004).

Sgjarah perkembangan e-commerce
diawali dengan pengiriman dokumen peme-
sanan pembelian dan tagihan secara elektro-
nik dalam sebuah transaks komersial kemu-
dian berkembang menjadi suatu wadah yang
disebut “perdagangan web” pada tahun
1994, yang meliputi semua kegiatan jual beli
dimana telah digunakan piranti khusus yang
menjamin kerahasiaan transaksi. Kematang-
an tahap ini terjadi pada awal tahun 2000
yang ditandai dengan adanya penggunaan
secara masal para pebisnis di Amerika dan
Eropa (Setiawan, 2002). Kategori e
commerce meliputi:

1. Business to business (B2B). Umumnya
menggunakan mekanisme Electronic
Data Interchange (EDI), dimana akti-
vitas pada kategori ini melibatkan pasar
e-business dan hubungan pasar lang-
sung antar perusahaan.

2. Business to consumer (B2C). Kategori
ini memiliki permasalahan yang ber-
beda. Mekanisme mendekati konsumen

menggunakan berbagai cara misalnya
portal atau " electronic shopping mall”.

3. Consumer to consumer (C2C).
Keberhasilan besar dari beberapa
perusahaan pelaku C2C yaitu mereka
dapat membeli dan menjual ke satu
sama lain dalam satu proses lelang
(O’ Brien, 2006).

E-procurement

Seperti halnya e-commerce, e-pro-
curement merupakan transformasi meka-
nisme pengadaan secara manua (LKPP,
2009). Definisi e-procurement dari berbagai

sumber yaitu:

1. Menurut Kantor Mangjemen Informasi
Pemerintah  Australia  (Australian
Government Information Management,
AGIMO), e-procurement merupakan

pembelian antar-bisnis  (business-to-
business), B2B) dan penjualan barang
dan jasa melal ui internet
(www.agimo.gov.au, 2001).

2. Bank Dunia menyebut e-procurement
dari sisi pemerintahan sebagai electro-
nic government procurement atau e-GP
adalah penggunaan teknologi informasi
dan komunikas khususnya internet oleh
pemerintahan-pemerintahan dalam me-
laksanakan hubungan pengadaan deng-
an para pemasok untuk memperoleh
barang, karyakarya, dan layanan kon-
sultasi yang dibutuhkan oleh sektor
publik (Ippolito, 2003).

3. Pamer (2003) menyebutkan e-procure-
ment adalah teknologi yang dirancang
untuk memfasilitas managjemen seluruh
aktivitas pengadaan barang melalui
internet, yang meliputi semua aspek
fungs pengadaan yang didukung oleh
bermacam-macam bentuk komunikasi
secara el ektronik.

4. Menurut Peraturan Presiden nomor 8
tahun 2006 dan mulai diterapkan sejak
tahun 2007 dengan berdirinya LKPP, e-
procurement atau pengadaan barang/ja-
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sa pemerintah yang selanjutnya disebut
PPE adalah sistem pengadaan ba-
rang/jasa Kementerian/Lembaga/Sekre-
tariat Lembaga Tinggi Negara/Sekre-
tariat Lembaga Tertinggi Nega
ra/TNI/Polri/Komisi/Pemerintah ~ Pro-
pinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah
Kota/Bank Indonesia (Bl)/Badan Hu-
kum Milik Negara (BHMN)/Badan
Usaha Milik Negara (BUMN/Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan
Layanan Umum (BLU), yang proses
pelaksanaannya dilakukan secara elek-
tronik dengan memanfaatkan fasilitas
teknologi komunikasi dan informasi,
yang meliputi: e-Lelang Umum (e
regular Tendering); e-Lelang Peneri-
maan (e-Reverse Tender), e-Pembelian
(e-Purchasing), e-Penawaran Berulang
(e-Reverse Auction), dan e-Seleks (e
Selection).

Berdasarkan definisi e-procurement
dari berbagai sumber tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa e-procurement adalah
kegiatan yang dilakukan oleh sektor publik
baik itu pemerintah pusat dan daerah mau-
pun lembaga publik lain termasuk Badan
Usaha Milik Negara dengan menggunakan
fasilitas teknologi internet yang dikembang-
kan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah dengan landa-
san hukum Peraturan Presiden nomor 8
tahun 2006.

Fitur yang ada dalam e-procurement
Fasilitas teknologi komunikasi dan
informasi dalam e-procurement menurut

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006

yaitu:

1. E-Lelang Umum (e-Regular Tendering)
adalah pelelangan umum dalam rangka
mendapatkan  barang/jasa,  dengan
penawaran harganya dilakukan satu kali
pada hari, tanggal dan waktu yang telah
ditentukan dalam dokumen pengadaan,
untuk mencari harga terendah tanpa

. E-Pembelian

. E-Penawaran

. E-Pembelian

mengabaikan kualitas dan sasaran yang
telah ditetapkan, dengan menggunakan
media elektronik yang berbasis pada
web/internet dengan fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi;

. E-Lelang Penerimaan (e-Reverse Tender-

ing) adalah proses untuk mendapatkan
harga yang paling menguntungkan bagi
negara atas penjualan, penyewaan, dan
pemanfaatan barang/jasa milik negara
secara elektronik;

(e-Purchasing) adalah
pengadaan barang/jasa yang dilakukan
dengan cara e-Penawaran Langsung (e
Price Quotation), e-Penawaran Berulang
(e-Reverse Auction), atau e-Pembelian
Langsung (e-Direct Purchasing);

. E-Penawaran Langsung (e-Price Quata-

tion) adalah pembelian barang/jasa yang
prosesnya dilakukan secara elektronik
untuk barang/jasa yang tersedia banyak di
pasar dan yang kualitas barang/jasanya
sudah pasti dengan cara meminta
penawaran harga langsung kepada selu-
ruh penyedia barang/jasa yang terdaftar
dalam sistem PPE (Pengadaan barang dan
jasa pemerintah secara el ekronik);
Berulang (e-Reverse
Auction) adalah pembelian barang yang
prosesnya dilakukan secara elektronik
untuk barang tertentu yang tersedia
banyak di pasar, jumlah penyedia barang
banyak, kualitas barang sudah pasti, dan
batas harga tertinggi telah ditentukan,
serta  diberikan kesempatan kepada
peserta untuk menawarkan  harga
berulang kali sampai harga terendah
dalam kurun waktu yang ditetapkan;
Langsung (e-Direct
Purchasing) adalah pembelian barang
yang tersedia banyak di pasar dan yang
kualitas barang sudah pasti melaui e
katalog yang tersedia dalam sisstem PPE
(Pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elekronik);
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7. E-Seleks (e-Selection) adalah pengadaan
jasa konsultasi yang prosesnya dilakukan
secara elektronik yang dilakukan dengan
metoda seleksi secara umum dan terbuka;

8. E-Katalog (e-Catalog) adalah daftar
barang/jasa dan harga dalam sistem PPE
(Pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elekronik) yang bersumber dari
pemasok/pabrikan/penyedia jasa, yang
isinya sekurang-kurangnya memuat daf-
tar, nama, spesifikasi, dan harga produk.

Perkembangan
Indonesia

Pelaksanaan e-procurement di Indo-
nesia pertama kali dikembangkan oleh
Bappenas sebelum LKPP terbentuk, dengan
menggunakan lima wilayah sebagai proyek
percontohan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur,
Gorontalo, Kalimantan Tengah dan Suma-
tera Barat. E- announcement (lelang
serentak) merupakan tahap awal dari sistem
e-procurement dimana didalamnya terdapat
tahapan sosialisasi bagi semua pelaksana e-
procurement (LKPP, 2009). Pilot project
tersebut dimulai dari informasi pengadaan
dan pelatihan bagi semua pelaku usaha pada
semua golongan.

E-announcement pertama kali dike-
nalkan oleh pemerintah kota Surabaya
(www.wartaegov.com, 2009). Setelah e-an-
nouncement, Departemen Pekerjaan Umum
menjadi instansi pertama yang melakukan
uji coba e-procurement pada tahun 2004
daam format semi  e-procurement.
Meskipun keterbatasan infrastruktur masih
menjadi kendala sehingga hanya diikuti oleh
sedikit peminat, namun pelaksanaan e-pro-
curement pada lingkungan DPU mampu
menjadi motivator bagi instansi lain.

Setelah mengawali  e-procurement
dengan mengadakan e-announcement, pem-
kot Surabaya kembali memulai kegiatan e-
procurement dengan penyempurnaan sistem.
Keberhasilan pemkot Surabaya melakukan
kegiatan e-procurement kemudian diikuti

E-procurement di

oleh berbagai instansi misalnya Departemen
Luar Negeri, Garuda Indonesia, Pemerintah
Kota Bogor, dan pada tahun 2008, Peme-
rintah Kota Yogjakarta juga meresmikan
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara
Elektronik (LPSE) sebagai wadah dalam
melaksanakan kegiatan pengadaan barang
dan jasa melalui e-procurement bagi instansi
di lingkungan pemerintah kota Y ogyakarta
(www.wartaegov.com, 2009).

Manfaat adanya  e-procurement
bukan hanya untuk instanss maupun
pengembang sistem itu sendiri melainkan
juga bagi para penyedia barang/jasa serta
masyarakat umum yang hendak mengetahui
proses pengadaan barang dan jasa pada
pemerintah yang dapat diakses secara
terbuka. Dengan e-procurement, instansi
penyelenggara pengadaan  mendapatkan
harga penawaran yang lebih banyak dan
proses administrasi  lebih  sederhana,
sedangkan bagi para penyedia barang/jasa
dapat memperluas peluang  usaha,
menciptakan persaingan usaha yang sehat,
membuka kesempatan pelaku usaha secara
terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya
administrasi (Handoko, 2009).

Keberhasilan penerapan e
procurement di berbagai instansi pemerintah
yang sudah melaksanakan sistem tersebut
kemudian diikuti oleh banyak instans
pemerintah, baik pemerintah daerah maupun
departemen. Daerah lain yang sedang
merencanakan perubahan sistem pengadaan
barang/jasa dari model konvensional ke
sistem on-line sedikitnya 20 pemerintah
kabupaten maupun kota dan beberapa
departemen diantaranya Depkominfo dan
Perindustrian. Sebagian besar pemerintah
provins dan lembaga tinggi pendidikan
bahkan sudah melakukan inisias awal
maupun sosialisasi sistem tersebut, misalnya
Provinss Jawa Tengah, Universitas Gajah
Mada Yogyakarta, Ingtitut Teknologi
Surabaya, dan Universitas Negeri Padang
(LKPP, 2009).
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Dasar  Hukum

Indonesia

Implementas e-procurement agar
sesuai dengan tujuan dan prinsip pengadaan
didasarkan atas peraturan pemerintah yaitu
(www.bappenas.go.id, 2009):

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008,
tentang Informasi dan Transaksi
elektronik.

2. Keputusan Presiden nomor 80 tahun
2003, tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Baang dan Jasa
Pemerintah.

3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun
2006, tentang Perubahan keempat atas
Keputusan Presiden nomor 8 tahun
2003.

4. Instruks Presiden nomor 5 tahun 2008,
tentang Fokus Program Ekonomi
Tahun 2008-2009.

5. Instruks Presiden nomor 5 tahun 2004,
tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.

Peraturan yang digunakan dalam im-
plementasi sistem e-procurement pada
masing-masing lembaga publik di Indonesia
menggunakan dasar Keputusan Presiden
nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya
dan diikuti oleh berbagai aturan dibawahnya
hingga peraturan pelaksana masing-masing
lembaga.

Dalam pelaksanaan e-procurement di
kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta
mengeluarkan Peraturan Walikota Yogya-
karta nomor 31 tahun 2008 dan perubahan-
nya pada tahun 2009 dengan Peraturan
Walikota Y ogyakarta nomor 18 tentang Pe-
doman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa
Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kota Y ogyakarta.

E-procurement  di

Manfaat dan Tantangan pelaksanaan E-
procurement

Sebagai salah satu aat dalam
menciptakan tata pemerintahan yang bersih
dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat

secara makro dari e-procurement, manfaat
langsung yang diharapkan dari penerapan
sistem baru ini adalah proses yang lebih
singkat terutama dari segi waktu dan
birokrasi, serta penghematan biaya dalam
proses pengadaan (Hardjowijono, 2009).

Dalam peraturan perundangan yang
mengatur kegiatan pengadaan barang dan
jasa yaitu Keputusan Presiden 80/2003 dan
Peraturan Presiden nomor 8/2006 dinyata-
kan bahwa untuk lebih meningkatkan efek-
tivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah, juga untuk meningkat-
kan transparansi dan akuntabilitas serta me-
mudahkan sourcing dalam memperoleh data
dan informasi tentang barang dan jasa, spe-
sifikasi teknis dan harga maupun penyedia
barang dan jasa yang memenuhi kriteria.

Manfaat dari e-procurement adalah
tercapainya kolaborasi yang bak antara
pembeli dan pemasok, mengurangi penggu-
naan tenaga lapangan, meningkatkan kordi-
nasi, mengurangi biaya transaksi dan siklus
pengadaan, tingkat persediaan yang rendah
dan transparansi yang baik (Palmer, 2003).

Menurut Michael Hammer dan James
Champy (1994), ekonomi global berdampak
terhadap 3C yaitu customer, competition,
dan change. Pelanggan menjadi penentu,
pesaing menjadi banyak dan perubahan
menjadi konstan. Beberapa orang menolak
perubahan dan beberapa orang yang lain
menerima dan menghadapi hal tersebut
karena mereka menganggap bahwa peruba-
han adalah perlu agar proses dan dampak
dari perubahan tersebut membawa hal
positif.

E-procurement sebagai salah satu
upaya dalam menciptakan tata pemerintahan
yang bersih dan bertanggungjawab, mempu-
nyai beberapa tantangan diantaranya pema-
haman dan penolakan atas peralihan sistem
pengadaan barang dan jasa konvesional ke
sistem baru secara on-line. Penolakan atas
sebuah perubahan adalah wajar. Reaks pe-
nolakan atas implementasi e-procurement
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pernah terjadi di provinsi Jawa Barat. Peno-
lakan tersebut datang dari Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pe-
merintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa
asosias rekanan jasa konstruksi
(www.lkpp.go.id, 2009). Alasan penolakan
tersebut dikarenakan sistem yang belum
sepenuhnya dinilai siap oleh beberapa
kalangan.

Reaks penolakan atas penerapan
sebuah sistem baru tersebut sejalan dengan
beberapa teori penolakan oleh beberapa ahli.
Teori penolakan oleh Kling (Markus, 1983)
bahwa penerapan sistem baru melahirkan
beberapa sikap penolakan yaitu Rational,
Sructural, Human Relatons, Interactionist,
Organizational Politics, dan Class Palitics.
Dari beberapa sikap tersebut menunjukkan
reakss yang berbedabeda, mulai dari
bertahan terhadap sistem lama hingga
menghambat dan merusak sistem baru.

Hambatan lain dalam implementasi
e-procurement yaitu adanya kesenjangan
digital, metodologi, kepentingan kelompok
dan resistans individual atas keengganan
untuk berubah (www.bappenas.go.id, 2009).
Tantangan lain dalam penerapan sistem e
procurement yaitu faktor teknis berupa stan-
dar keamanan dan pengembangan sistem itu
sendiri (Setiawan, 2002). Tantangan yang
bersifat teknis atau aksesibilitas menjadi hal
penting dalam menilai efektivitas pelaksana-
an e-procurement (Bruno, 2005).

Besarnya biaya  pengembangan
sissem menjadi kendala bagi beberapa
perusahaan non profit di Amerika Serikat.
Guna menyiasati hal tersebut, mereka tidak
segan untuk mengadopsi keberhasilan sistem
yang dimiliki oleh perusahaan privat untuk
diterapkan di beberapa organisas lain
(Walker dan Harland, 2008).

Implementasi E-procurement

Beberapa negara yang telah berhasil
menerapkan  implementasi pengadaan
barang/jasa secara elektronik diantaranya

Australia dan Skotlandia. Keberhasilan
kedua negara tersebut ikut andil dalam
perkembangan sistem e-procurement di ne-
garalain termasuk Indonesia.

Negara Australia sebagai salah satu
negara pelopor pelaksanaan e-procurement
yang dimulai pada tahun 1990 telah meng-
gunakan e-procurement sebagai salah satu
adat dalam efisens pengeluaran anggaran
serta mempermudah dalam penyediaan
barang dan jasa (Review of e-procurement
Project, 2005). Berdasarkan tahapan dalam
pengadaan barang/jasa secara elektronik
yang dilaksanakan di negara Australia
Upaya memperkuat sistem pengadaan secara
konvensional kemudian didukung dengan
sistem baru secara el ektronik.

Negara lain yang telah sukses dalam
mengambangkan  sistem  e-procurement
adalah Skotlandia (Www.e-
procurementscotlandia.com, 2009). E-pro-
curement Scotlandia (EPS) didirikan pada
tahun 2002 dan saat ini menjadi salah satu
yang paling komprehensif dan inisitif serta
sukses dalam penerapan e-procurement di
sektor publik. Salah satu bukti kesuksesan
pelaksanaan e-procurement di Skotlandia
yaitu bertambahnya tiap tahun jumlah orga-
nisas sektor publik yang berpartisipas
dalam EPS.. E-procurement di Skotlandia
adalah sebuah pendekatan untuk pengadaan
sektor publik yang cepat, berkelanjutan dan
mafaat yang signifikan bagi organisasi yang
berpartisipasi.

Keberhasilan negara Australian dan
Skotlandia menjadi tolak ukur implementasi
e-procurement di Indonesia yang dipelopori
oleh pemerintah kota Surabaya dan
Departemen Pekerjaan Umum (DPU), bukan
sgja dari implementasi awal sistem maupun
keberhasilan dari segi rantai nilai pelaku e-
procurement.

Pelaksanaan e-procurement di Indo-
nesia mengalami peningkatan yang sangat
pesat pada tahun 2009. Sebagai pelopor sis-
tem e-procurement, keberhasilan pemerintah
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kota Surabaya dalam menerapkan sistem e-
procurement berupa efisens anggaran
hingga 10% karena adanya standarisas
harga dan analisa standar belanja, efisiens
terhadap alokas yang telah ditetapkan
hingga 25%, terencananya proses pengadaan
barang/jasa, dan pelaporan yang jelas atas
kegiatan dan penyerapan anggaran dapat
diakses oleh pimpinan dan masyarakat se-
cara terbuka dan kapan sgja melalui internet.
Dari sis penyedia barang dan jasa, imple-
mentasi  e-procurement kota Surabaya
mampu memberikan kesempatan merata dan
lebih luas kepada pengusaha kecil menengah
hingga 96,4% perusahaan lokal
(www.surabaya-e-procurement.or.id, 2009).

Penilaian Sistem E-procurement

Model dasar kesuksesan sistem
teknologi informasi mengalami  banyak
perkembangan. Model yang baik adalah
model yang lengkap dan sederhana
(Jogiyanto 2007). Model kesuksesan sistem
insformasi DelL.one dan McLean (D&M IS
Success Model) menggunakan beberapa
faktor atau komponen yaitu kualitas sistem,
kualitas informasi, penggunaan, kepuasan
pemakai, dampak individual dan dampak
organisas (Delone, 2002).

Konsep karakteristik sistem (sistem
characteristics) dikemukakan oleh Emery
(1971) sebagai pengukur kualitas sistem
informasi. Karakteristik tersebut meliputi:

1. Is dari basis data (content of the
database).
2. Agregas dari rincian-rincian

(agregation of details).

3. Faktor manusia (human factor).
4. Waktu respon (response time).
5. Akuras sistem (sistem accuracy).

Karwan dan Wallace (1982) menje-
laskan pengukur keberhasilan sistem dengan
keandalan, waktu respon, kemudahan peng-
gunaaan, dan kemudahan dipelgjari sebagai
pengukur empiris kualitas sistem informasi.

Salah satu teori yang mendukung ke-
berhasilan sistem e-procurement dikemuka-
kan oleh Bruno (2005). Aksesibilitas menja-
di hal yang sangat penting dalam menilai
keberhasilan sistem e-procurement. Temuan
hasil penelitian ini adalah untuk mencapai
tingkat optimal dari proses dan sistem e
procurement pada sektor publik adalah ak-
sesibilitas portal e-procurement sektor pu-
blik lebih kompleks karena dipengaruhi oleh
persepsi  pengguna dan tampilan atau
layanan portal e-procurement. Penilaian atas
keberhasilan sistem e-procurement ini sgja-
lan dengan teori dasar atas keberhasilan sis-
tem oleh Srinivasan (1985) yang mengukur
keberhasilan sistem dengan dimensi waktu
respon, keluwesan sistem, dan keaksesan
sistem.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pengertian, hambatan
dan beberapa implementasi e-procurement
di Audtraia, Skotlandia, dan juga beberapa
sektor publik di Indonesia, maka dalam
penelitian ini penulis kembangkan beberapa
aspek yang nantinya menjadi dasar dalam
penilaian keberhasilan sistem e-procurement
khususnya yang ada di pemerintah Y ogya-
karta. Hal tersebut juga didukung dengan
beberapa penelitian terdahulu terkait dengan
penilaian keberhasilan sistem teknologi dan
aspek teknis yang mendukung keberhasilan
sebuah sistem e-procurement.

Pengukuran dalam penilaian sistem
e-procurement dalam penelitian ini meng-
gunakan model yang dikembangkan oleh
Torkzadeh dan Doll (1991) yang menilai
keberhasilan sistem dengan membandingkan
persepsi antar penggunanya. Torkzadeh dan
Doll (1991) menilai kepuasan pengguna
sebuah sistem dengan menggunakan ukuran
berupa isi (content), keakuratan (accuracy),
bentuk (format), kemudahan dalam peng-
gunaan (ease of use), dan ketepatwaktuan
(timeliness. Penelitian serupa juga dilak u-
kan oleh Paul Harrigan dan Elaine Ramsey
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(2008) yang menyebutkan bahwa pengem-
bangan sistem e-procurement berdasarkan
fungsi dan integrasi antara SDM dan teknis-
nya. Hasil yang signifikan dilaporkan bahwa
proses bisnis sejalan dengan penghematan
biaya.

Dimenss yang digunakan dalam
penelitian Torkzadeh dan Doll (1991) adalah
gabungan dari berbagai penelitian sebelum-
nya yang dilakukan oleh Bailey dan Pearson
(1983), serta Barki dan Huff (1985).
Torkzadeh dan Doll (1991) menambahkan
unsur penggunaan seperti yang dikemuka-
kan oleh Karwan dan Wallace (1982) yaitu
kemudahan penggunaan dan kemudahan
dipelgjari. Hal inilah menjadi apa yang dise-
but oleh Torkzadeh dan Doll (1991) sebagai
"general user satisfaction with a specific
application” yang berbeda namun harus
dikembangkan. "General user” berfokus

Tabel 1: Pengukur Kesuksesan Sistem

pada karakteristik secara umum yang ada
pada sebuah sistem sedangkan specific
application” ditandai dengan "internal user
satisfaction” dengan salah satu pengukurnya
adal ah penggunaan.

Beberapa aspek digunakan oleh
banyak peneliti kesuksesan sistem selama
ini. Pengukuran keberhasilan sistem
informasi bukan sgja pengukuran tunggal
yang terdiri dari kualitas sistem maupun
kualitas informasi semata melainkan suatu
konstruk multidimensi (Jogiyanto, 2007).

Konstruk atau dimens  yang
digunakan Torkzadeh dan Doll (1991)
maupun para peneliti lain telah mencakup
berbagai dimensi tersebut. Beberapa
pengukur kesuksesan sistem informasi yang
sering digunakan oleh beberapa penelitian
diantaranya seperti dalam tabel berikut:

Dimensi Pengukur -pengukur
Kualitas Sistem (Sistem Akuras (accuracy)
Quiality) Isi basis data (database content)

Kemudahan dipelgjari (ease of learning)
Redlisasi dari kebutuhan-kebutuhan pemakai (Realization of user

1
2.
3. Kemudahan Penggunaan (ease of use)
4
5

Banyaknya penggunaan (amount of use) / durasi penggunaan

Kepuasan penyeluruh (overall satisfaction)

requirements)
Kualitas Informasi 1. Relevan (relevance)
(Information Quality) 2. Keinformatian (informativeness)
3. Bentuk (format)
4, |s (content)
5. Akuras (accuracy)
6. Kekinian (currency)
7. Ketepatwaktuan (timeliness)
8. Kegunaan (usableness)
9. Kegeasan (clarity)
Penggunaan Informasi 1
(information use) (duration of use)
2. Digunakan oleh sigpa?
K epuasan pemakai 1.
(user satisfaction) 2.

Kepuasan informasi : perbedaan antarainformasi yang dibutuhkan

dengan yang diterima (information satisfaction : difference
between information needed and received)

Sumber: Jogiyanto (2007).
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Konstruk/dimensi  yang digunakan
dalam pengukuran keberhasilan sistem e
procurement mencakup berbagai dimens
dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu
meliputi aplikasi sistem (general user) dan
aspek penggunaan oleh pengguna (internal
user). Aplikas sistem secara umum meliputi
is sistem dan keinformasian sedangkan
aspek penggunaan oleh pengguna meliputi
sigpa yang menggunakan dan bagaimana
mereka menggunakannya. Penggabungan
tersebut menjadi penting dalam mengukur
aplikasi sistem yang terintegrasi mengingat
penggunaan sistem tidak hanya digunakan
oleh satu orang maupun divis tertentu me-
lainkan oleh beberapa pengguna. Penelitian
yang dilakukan oleh llias et a (2007) terha-
dap implementas sistem akuntans pada
sektor publik di Maaysia menitikberatkan
pada hubungan manajemen terhadap sistem
informasi  akuntansi yang diukur melalui
kepuasan para penggunanya.

Hal ini mereka lakukan karena
mengingat sulitnya mengukur efektivitas
sistem bila ha tersebut hanya dilakukan
pada salah satu divis pengguna sistem se-
hingga perlu dilakukan uji perseps antar
penggunanya. Penelitian serupa dengan
obyek implementasi sistem e-procurement
dilakukan oleh Jones (2009) pada salah satu
sektor publik di negara Inggris. Jones (2009)
membandingkan persepsi pengguna sistem
e-procurement. Hal tersebut dilakukan guna
mengukur keberhasilan sistem yang dilihat
dari ss  pemerintah dan penyedia
barang/jasa bahwa dengan e-procurement
dapat mempengaruhi “financial impact”
yang berupa penghematan biaya pengadaan.

Masing-masing pihak pengguna sis-
tem e-procurement berharap mendapatkan
dampak positip atas sistem e-procurement.
Meskipun persepsi keduanya belum tentu
selalu sama terutama pada awal implemen-

tas sistem. Ha ini dimungkinkan karena
adanya beberapa faktor diantaranya rantai
birokras dan sumber daya manusia yang
meliputi  kendala kemampuan maupun
keengganan pihak-pihak yang nantinya ter-
libat dalam proses pengadaan karena sudah
terlampau banyak tuduhan akan adanya
kecurangan dalam pengadaan barang/jasa
publik selama ini ( www.wartaegov.com,

2009).

Banyaknya persoalan dalam
pengadaan barang/jasa publik terutama dari
ss SDM telah banyak ditemukan di
berbagai lembaga publik di Indonesia
misalnya rendahnya tingkat kelulusan ujian
sertifikas  pengadaan barang/jasa yang
merupakan syarat wajib bagi panitia dan
peserta pengadaan, pemahaman Keppres
nomor 80 tahun 2003, dan kesiapan SDM
dengan aplikasi sistem elektronik dalam e-
procurement baik itu panitia pengadaan
maupun penyedia barang/jasa (Puspito,
2007).

Berdasarkan beberapa temuan di
lembaga publik di Indonesia pada proses
pengadaan  barang/jasa dan  dimens
pengukuran sistem yang dikemukakan oleh
beberapa ahli, maka untuk penelitian ini
akan dikembangkan hipotesa yaitu:

Hi = terdapat perbedaan perseps antara
panitia pengadaan dan penyedia
barang dan jasa  terhadap
implementasi sistem e-procurement.

Kerangka Ber pikir

Persepsi pengguna dalam implemen-
tas sistem e-procurement pemerintah kota
Y ogyakarta yang dikembangkan oleh Laya
nan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kota Yogyakarta tertuang dalam kerangka
pikir berikut:
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Persepsi Panitia

Persepsi Penyedia 7

Implementasi Sistem E-procurement
pemerintah Kota Y ogyakarta :

1. Content (isi)

2. Accuracy (akurat)

3. Format (bentuk)

4. Ease of Use (penggunaan)

5. Timeliness (waktu)

Gambar 1: K

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada peme-
rintah Kota Yogyakarta dengan obyek
penelitian pada lembaga Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kota Y ogyakarta,
sebagai pengelola sistem  pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e-procure-
ment) pada lingkup pemerintah kota
Y ogyakarta.

Jenis dan sumber data yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah data primer
yang dipergunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode angket (kuisioner)
yang menggunakan referensi penelitian yang
dilakukan oleh Torkzadeh dan Doll (1991),
dengan mengasumsikan bahwa responden
adalah orang yang paling tahu tentang diri-
nya dan pernyataan yang diberikan dapat
dipercaya karena adanya persamaan kepa-
haman akan penyataan yang digjukan dalam
penelitian. Sedangkan data sekunder berasal
dari jelgjah situs pada beberapa portal resmi
pemerintah daerah, lembaga negara, dan
portal pengadaan barang/jasa, serta peratu-
ran perundangan. Keseluruhan data skunder
tersebut diunduh selama masa penelitian dan
penulisan.

Berdasarkan tujuan penelitian maka
teknik pengambilan sampel yang akan dila-
kukan yaitu sampling bertujuan (purposive
sampling). Dari sampel yang dipilih dari
pihak penyedia akan dibagi ke dalam bebe-
rapa kelompok yaitu penyedia barang, jasa
konsultan dan jasa konstruksi. Dengan
pengelompokan tersebut diharapkan mereka

erangka Berpikir

mampu mewakili dalam kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

Responden penelitian ini terdiri dari
panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa
yang menjadi rekanan dalam kegiatan peng-
adaan barang/jasa di lingkup pemerintah
kota Yogyakarta. Responden dari penyedia
barang/jasa terbagi dalam beberapa kriteria
yaitu pemasok barang, konsultan jasa, dan
jasa konstruks berjumlah 100 perusahaan
baik berbentuk Persekutuan Komanditer
(CV) maupun Perseroan Terbatas (PT).

Sebagai referensi utama dalam meng-
ukur keberhasilan implementasi e-procure-
ment, pengukuran dalam penelitian ini
menggunakan skala Likert lima poin ( 1 =
hampir tidak pernah, 2 = jarang, 3 = kadang-
kadang, 4 = sering, dan 5 = hampir selalu).
Tiap dimensi penilaian terbagi kedalam be-
berapa pertanyaan, yang berupa hubungan
pengguna terhadap isi dan tampilan sistem
e-procurement. Dari lima dimensi yang
digjukan, dikembangkan menjadi 12 per-
tanyaan yang mereflekskan hubungan
pengguna terhadap sistem secara individual
dan langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk me-
ngetahui perbedaan persepsi antara penge-
lola dan penyedia atas implementasi sistem
e-procurement. Untuk mengetahui perbeda-
an persepsi dalam penelitian ini digunakan
uji beda independent simple t-test (Ghozali,
2006). Tetapi sebelum dilakukan uji beda
instrumen kuisioner penelitian terlebih da-
hulu diuji validitas dan redlibilitas.
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ANALISISDATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerin-
tah Kota Yogyakarta, dengan obyek lem-
baga Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik (LPSE) dan Panitian Pe-
ngadaan. Pemerintah Kota Yogyakarta
adalah pemerintah daerah pertama di Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Y ogyakarta
yang menerapkan pengadaan barang / jasa
secara elektronik (electronic government
procurement) vyaitu proses pengadaan
barang/jasa pemerintah yang pelaksanaan-
nya dilakukan secara elektronik yang ber-
basis web/internet.

Tabel 2: Karakteristik Sampel

Karakteristik Sampel

Jumlah responden yang berhasil
terkumpul hingga batas akhir pengujian
kuisioner adalah 58 sampel yang berasal dari
43 dari sampel penyedia barang/jasa dan 15
dari Panitia pengadaan. Tingkat pengemba-
lian kuisioner adalah 65% (58 dari 89 yang
ditargetkan). Tabel pertama dalam analisis
data dalam penelitian ini meliputi karakter-
istik responden dari dua kelompok yang
berjumlah 58 sampel (Tabel 2).

Kuisoner diis oleh penyedia
barang/jasa maupun Panitia pengadaan
yang sama-sama menggunakan aplikas sis-
tem LPSE yang diselenggarakan oleh LPSE
Kota Y ogyakarta.

Karakteristik Jumlah Persentase

Penyedia barang/jasa 43 orang 100
e Jabatan

Staf 25 58,1

Supervisor 10 23,3

Lainnya 8 18,6
e Tipe perusahaan

Jasa konstruksi 17 60,5

Jasa pemasok barang 26 39,5
e Lama keikutsertaan dalam sistem e-procurement

<1 tahun

>1 tahun 26 39,5
«  Frekuensi keikutsertaan 17 60,5

>5 kali

<5 kali 20 46,5

23 63,5

Panitia pengadaan 15 100
e Jabatan

Staf 12 80,0

Supervisor 3 20,0

Lainnya
e Lama keikutsertaan dalam sistem e-procurement

<1 tahun 7 46,7

>1 tahun 8 53,3
e Frekuens keikutsertaan

>5 kali 9 60,0

<5 kali 6 40,0
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Statistik Deskriptif

Statisik deskriptif tiap konstruk/di-
mensi dari variabel e-procurement dapat
dilihat pada tabel 3. Dimana responden
mempunyai tanggapan yang berbeda-beda
untuk masing-masing konstruk/dimensi dan
butir/item pertanyaan yang digjukan dalam
penelitian ini. Dari statistik deskriptif yang

disgjikan terlihat bahwa dalam penelitian ini
menggunakan kuisioner dengan jumlah item
pertanyaan sebanyak 12 item yang mengu-
kur variabel sistem pengadaan barang secara
elektonik (e-procurement) yang terbagi ke
dalam lima konstruk/dimensi pengukuran
dan 12 butir/item pertanyaan:

Tabel 3: Statistik Deskriptif tiap item pertanyaan

Dimensi Item pertanyaan Min  Max  Mean Devias
Standar
Isi (Content) 1. Apakah sistem memberikan
informasi yang tepat yang anda  1.00 5.00 4.0345  0.8779
butuhkan?
2. Apakah informasi memenuhi
3. Apakah sistem menghasilkan
laporan yang sesuai dengan 300 500 3.9655 0.7484
kebutuhan anda?
4. Apakah sistem memberikan
Keakuratan 5. Apakah sistem akurat?
6. Apakah anda merasa puas
dengan keakuratan sistem? 1.00 5.00 3.8621 0.9261
Bentuk (Format) 7. Apakah 'output’ yang disgjikan
dalam format yang berguna 300 500 39138 0.7079
8. Apakah informasi yang
dihasilkan jelas? 200 500 39310 0.7916
Kemudahan 9. Apakah sistem akrab dengan
Menggunakan (Ease pemakai (user friendly)? 200 500 39310 08135
of Use)
10. Apakah sistem mudah
digunakan? 100 500 41379 0.8875
Ketepatan 11. Apakah anda memperoleh
(Timeliness) informasi yang anda butuhkan 100 500 4.0172 0.9078
tepat waktu?
12. Apakah sistem memberikan
informas yang mutakhir (upto 100 500 41207 0.8801

date)?

sumber: hasil olah data
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Dari deskripsi jawaban responden
menunjukkan hampir semua item pertanyaan
dijawab pada skala poin 4 (sering). Sebagai
contoh pertanyaan dari butir kemudahan
istilah user friendly dan easy to use, respon-
den dapat membedakan dua istilah tersebut
dan menjawab pada skala poin 4 (sering).
Dalam ha ini membuktikan bahwa respon-
den sering menggunakan sistem penggadaan
barang secara elektornik (e-procurement)
Dilihat dari jawaban responden sistem e-
procurement sudah memberikan informasi
yang tepat dan sesuai kebutuhan. Begitu
juga dengan keakuratan, responden merasa
puas dengan keakuratan sistem. Terkait
dengan format sistem, responden
menanggapi bahwa output yang disgjikan

dalam format yang berguna dan jelas. Disis
lain reponden juga menyatakan bahwa sis-
tem e-procurement mudah untuk digunakan
dan memberikan informasi yang mutakhir
(up to date).

Persepsi Responden
Per sepsi responden penyedia bar ang/jasa
Tabulasi respon para responden pe-
nyedia barang/jasa terhadap sistem pengada-
an barang secara elektronik (Tabel 4) secara
umum mengindikasikan bahwa sebagian
besar responden dengan nilai mean dari se-
mua pertanyaan yang mendekati skala poin
4 (sering) menunjukkan bahwa sistem e
procurement sudah sering dilakukan dalam
sistem pengadaan barang.

Tabel 4: Nilai mean respon penyedia terhadap sistem e-procurement

. . . Devias
Dmensi Item pertanyaan Min  Max Mean Standar
Isi (Content) 1. Apakah sistem memberikan informasi yang
tepat yang anda butuhkan? 1.00 500 3,8372 0.8978
2. Qn%a:?ah informas  memenuhi  kebutuhan 100 500 3,7442 0.8192
3. Apakah sistem menghasilkan laporan yang
sesuai dengan kebutuhan anda? 3.00 500 3,7674 0.6844
4, Apakah sistem memberikan informasi yang 200 500 3,9302 0.7986
cukup?
Keakuratan
(Accuracy) 5. Apakah sistem akurat? 200 500 3,7442 0.8192
6. Apakah anda merasa puas dengan 100 500 3,6279 0.9264
keakuratan sistem? ) )
Bentuk 7. Apakah ’output' yang disajikan dalam
(Format) format yang berguna 3.00 500 3,7209 0.6296
8. Apakah informas yang dihasilkan jelas? 200 500 37674 0.7507
Kemudahan
Menggunakan 9. Apakah sistem akrab dengan pemakai (user 2.00 5.00 3,6512 0.7199
(Ease of Use) friendly)?
10. Apakah sistem mudah digunakan (easy to 100 500 3,9302 0.9101
U2 . .
Ketepatan 11. Apakah anda memperoleh informasi yang
(Timeliness) anda butuhkan tepat waktu? 1.00 500 3,8605 0.9149
12. Apakah sistem memberikan informasi yang
mutakhir (up to date)? 1.00 5.00 39767 0.8860

1= hampir tidak pernah 2= jarang, 3=kadang-kadang, 4=sering, 5=hampir selalu
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Dapat dilihat dari respon para
responden penyedia barang/jasa pada 12
item pertanyaan yang terdiri dari lima
dimens yang mengukur sistem pengadaan
barang secara elektronik (e-procurement)
dimana dari sebagian besar para responden
menanggapi cukup positif.

Per sepsi Responden Panitia Pengadaan
Tabulass respon para responden
panitia pengadaan terhadap sistem pengada-
an barang secara elektronik (Tabel 5) secara
umum mengindikasikan bahwa sebagian
besar responden merespon bahwa sistem e-
procurement sudah sering dilakukan dalam
sistem pengadaan barang. Dimana hal terse-

but ditunjukkan nilai mean untuk semua
item pertanyaan diatas nilai 4,1.

Respon para responden panitia peng-
adaan pada 12 item pertanyaan yang terdiri
dari lima dimens yang mengukur sistem
pengadaan barang secara elektronik (e-pro-
curement) cukup berbeda dengan respon
dengan tanggapan dari penyedia sistem e-
procurement, dimana dari sebagian besar
para responden menanggapi dengan positif
dimana nilai mean mencapai lebih dari 4,13.
Bahkan dalam jawaban responden tidak ada
yang berpendapat tidak pernah atau jarang
pada item pertanyaan yang terkait sistem
pengadaan barang secara el ektronik.

Tabel 5: Nilai mean respon panitia terhadap sistem e-procurement

Dimensi Item pertanyaan Min Max Mean Devias
Standar
Isi (Content) 1. Apakah sistem memberikan informasi 400 500 46000 05070
yang tepat yang anda butuhkan? ) ) ’ )
2. Apakah informasi memenuhi kebutuhan
anda? 300 500 45333 0.6399
3. Apakah sistem menghasilkan laporan 300 500 45333 0.6399
yang sesuai dengan kebutuhan anda? ’ ’ ! ’
4, Apakah sistem memberikan informasi 300 500 41333 07432
yang cukup? ) ) ) )
Keakuratan 5. Apakah sistem akurat? 300 500 45333 07432
(Accuracy) ) ) ’ )
6. Apakah anda merasa puas dengan
keakuratan Sistem? 400 500 45333 05164
Bentuk 7. Apakah ’'output’ yang disgikan dalam
(Format) format yang berguna 3.00 500 44667 0.6399
Kemudahan 9. Apakah sistem akrab dengan pemakai
Menggunakan (user friendly)? 400 500 4,7333 04577
(Ease of Use)
Ketepatan 11. Apakah anda memperoleh informasi yang
(Timeliness) anda butuhkan tepat waktu? 300 500 44667  0.7432
12. Apakah sistem memberikan informasi 300 500 45333 07432

yang mutakhir (up to date)?

1= hampir tidak pernah 2= jarang, 3=kadang-kadang, 4=sering,5=hampir selalu
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HASIL (UA]
RELIABILITAS

Hasil uji validitas dan redlibilitas in-
strumen penelitian yang disebar pada panitia
pengadaan dan penyedia barang/jasa juga
menunjukkan bahwa semua butir/item per-
tanyaan berkorelas dengan skor total kon-
struk/dimensi secara signifikan, semua kon-
struk/dimensi dari variabel e-procurement
tersebut mempunyai tingkat signifikan di
bawah 0,05. Dengan demikian dapat disim-
pulkan bahwa tiap item pertanyaan tersebut
adalah valid dan dapat digunakan untuk
mengukur konstruk/dimensi dalam peneliti-
anini.

VALIDITAS DAN

Tabel 6: Hasil uji validitas

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas,
peneliti menggunakan metode internal con-
sistency dengan menggunakan cronbach’s
alpha. Suatu konstruk atau variabel dikata-
kan reliable jika memberikan jawaban yang
konsisten dari waktu ke waktu dan membe-
rikan nilai cronbach’s alpha lebih besar dari
0,60 (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali 2006).
Dari hasil tabel 8 di atas terlihat bahwa koe-
fisen alpha setiap konstruk/dimensi dalam
variabel e-procurement semuanya bernilai >
0,60. Dengan demikian jawaban dari ma
sing-masing pertanyaan dalam tiap kon-
struk/dimensi pada kuisioner tersebut dapat
dikatakan reliable.

Variabel

Sistemn Pengadaan Barang (e-procurement) Pearson Correlation Tingkat Sig.
dengan dimensi:
Isi (Content)
informasi 0,865 0,000
kebutuhan 0,880 0,000
laporan 0,825 0,000
kecukupan 0,805 0,000
Keakuratan (Accuracy)
akurat 0,894 0,000
kepuasan 0,908 0,000
Bentuk (Format)
Berguna 0,844 0,000
Jelas 0,879 0,000
Kemudahan Menggunakan (Ease of Usg)
User friendly 0,920 0,000
Easy to use 0,933 0,000
Ketepatan (Timeliness)
Tepat waktu 0,907 0,000
Mutakhir 0,901 0,000

Sumber: hasil olah data
Tabel 7: Hasll uji reliabilitas

Variabel
Sistem Pengadaan Barang (e-procurement)

Item pertanyaan Cronbach’s Alpha

dengan dimensi:

Isi (Content)

Keakuratan (Accuracy)

Bentuk (Format)

Kemudahan Menggunakan (Ease of Use)
Ketepatan (Timeliness)

1-4 0,865
5-6 0,894
7-8 0,768
9-10 0,655
11-12 0,776

Sumber : hasil olah data

144



Persepsi Pengguna Layanan ... (Ita Akyuna Nightisabha, Djoko Suhardjanto dan Bayu Tri Cahyo)

HASIL ANALISISDATA (UJI BEDA)

Sebagai tahapan akhir dari proses
pengujian dalam penelitian ini adalah
dilakukan uji beda untuk mengetahui
persepsi atas sistem e-procurement pada dua
kelompok responden secara keseluruhan
yang didapat dengan membandingkan nilai
rata-rata respon masing-masing kelompok.
Hasil perhitungan dari data yang diperoleh
secara studi empiris disgjikan dalam tabel 8

Terlihat bahwa dari output SPSS
bahwa F hitung levene test sebesar 5.039
dengan probabilitas 0.029. Oleh karena
probabilitas kurang dari <0.05 maka dapat
disimpulkan mempunyai asumsi equal vari-
ance not assumed. Dari output SPSS terlihat
bahwa nilai t pada equal variance not
assumed adalah -5.958 dengan probabilitas
signifikansi 0.000 (two tail). Jadi dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan per-
seps antara pengguna e-procurement yaitu
penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan.

Kehadiran teknologi sebagai penun-
jang dalam kegiatan pelayanan publik
berupa e-government dan pengadaan barang
dan jasa pemerintah berupa e-procurement
membawa dampak positif dalam berbagai
hal, terutama dalam menciptakan transpa-
ransi publik dan efektivitas kegiatan penga-
daan barang dan jasa. Penggunaan perangkat
internet dalan menunjang kegiatan pada
pemerintah tersebut juga membawa dampak
yang berupa kesenjangan digital bagi para
pemakainya baik itu pemerintah secara
khusus sebagai penentu kebijakan maupun
masyarakat pada umumnya.

Kesenjangan digital dalam penerapan
e-procurement dapat terjadi dengan berbagai
alasan diantaranya ketidaksiapan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana
teknologi penunjang, serta kurangnya upaya
dan kesadaran dari dalam diri masing-
masing individu pengguna layanan e
procurement itu sendiri.

Situas yang terjadi pada awa im-
plementasi sistem e-procurement di peme-

rintah Kota Yogyakarta menunjukkan
kondisi yang sesuai dengan tahapan moving
dalam teori Lewin (1951) bahwa suatu pe-
rubahan memerlukan waktu untuk me-
ngumpulkan informasi dan mencari dukung-
an dari orang-orang yang terlibat di dalam-
nya dan diharapkan mampu membantu
memecahkan masalah (Clarke, 1998).

Teori resstens oleh Kotter &
Schlesinger (1979) dalam Clarke (1998) me-
nyebutkan bahwa dalam menghadapi peruba-
han sisem baru, masing-masing pihak yang
terlibat dalam penerapannya seringkali meng-
atas perubahan dengan cara komunikad, par-
tispad, fadlitas, negosad, dan sedikit paksa-
an. Menurut teori ini teknik yang berbeda-beda
tergantung pada tingkat resstens masing-
masing kelompok (Kasali, 2005).

Bila dilihat dari sis LPSE Kota
Y ogyakarta sebagai fasilitator sistem e-pro-
curement, telah mencoba mengenakan apli-
kas tersebut kepada panitia dan penyedia
dalam bentuk pelatihan dan help desk. Dari
sisi regulator, dalam hal ini pemerintah
pusat maupun daerah, dengan adanya kewa-
jiban menggunakan sistem e-procurement
pada tahun 2010, dapat dikatakan bahwa hal
tersebut merupakan unsur paksaan dalam
penerapan sebuah sistem baru, dengan
adanya beberapa peraturan hukum yang
mengatur tentang pengadaan barang/jasa
secara el ektronik.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa masih terdapat kesen-
jangan digital dalam penerapan sistem e-
procurement oleh pemerintah kota Yogya-
karta yaitu antara panitia pengadaan dan
penyedia barang/jasa. Meskipun kesenjang-
an digital antar pengguna sistem e-procure-
ment tidak terlampau lebar, namun hal
tersebut harus diatas dan dijembatani oleh
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektro-
nik) sebagai pengembang sistem agar ter-
cipta fungsionalisasi sistem e-procurement
oleh semua pihak.
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Tabel 8: Hasil Uji Beda T-test

Nilai levene Test Nilai t-test
Variabel Variance populasi
Sig. t Sig.
E-procurement Equal variances
assumed 5.039 .029 -4.535 .000
Equal variances not
Sumber: hasil olah data
KESIMPULAN, SARAN DAN  kota Yogyakarta saat ini akan dikatakan
KETERBATASAN berhasil bila kesenjangan digital yang dise-
Kesmpulan babkan oleh perbedaan persepsi antara pani-

Perbedaan persepsi kedua kelompok
pengguna sistem e-procurement yaitu pani-
tia pengadaan dan penyedia barang/jasa
pada pemerintah kota Y ogyakarta dimung-
kinkan adanya perbedaan skap dalam
menghadapi perubahan sistem pengadaan
dari konvensional ke sistem baru e-pro-
curement sehingga mempengaruhi tindakan
masing-masing dalam pemahaman dan
penggunaan sistem tersebut. Perbedaan per-
seps tersebut membawa dampak berupa
kesenjangan digital antar pengguna sistem e-
procurement.

Kesenjangan digital dalam imple-
mentasi e-procurement bukanlah masalah
sederhana yang dapat dibiarkan begitu sgja.
Perbedaan persepsi berarti adanya kesenja-
ngan digital antara panitia pengadaan dan
penyedia barang dan jasa mencerminkan
sistem yang dikembangkan oleh LPSE
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Kota Y ogyakarta belum sepenuhnya terapli-
kasi dengan optimal.

Dengan adanya hasil analisa data
yang menunjukkan bahwa terdapat perbeda-
an perseps kedua kelompok pengguna sis-
tem e-procurement yaitu panitia pengadaan
dan penyedia barang/jasa pada pemerintah
kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan
bahwa implementas sistem e-procurement
yang sedang dijalankan oleh pemerintah

tia pengadaan dan penyedia barang dan jasa
tersebut dapat diatasi.

K eterbatasan

Penelitian ini dilakukan di pemerin-
tah kota Yogyakarta, yang saat ini sedang
menjalankan perubahan sistem pengadaan
barang/jasa dari sistem konvensional ke sis-
tem elektronik dan sedang memasuki tahun
kedua. Dengan rentang waktu yang cukup
pendek, gambaran tentang obyek penelitian
belum cukup jelas mengingat obyek peneli-
tian dalam hal ini LPSE Kota Y ogyakarta
maupun seluruh pihak yang terlibat dalam
kegiatan e-procurement sedang berada
dalam tahap yang sama yaitu proses penye-
suaian atas perubahan sistem pengadaan
konvensional ke sistem elektronik.

Penelitian ini merupakan studi kasus
di salah satu pemerintah daerah yang tidak
bisa digunakan secara menyeluruh atas im-
plementasi sistem yang samadi daerah lain.

Saran
Berdasarkan beberapa keterbatasan
penelitian dan hasil yang didapat dari
penelitian ini, maka saran yang bisa penulis
berikan diantaranya:
1. Meélihat hasil penelitian yang berupa
perbedaan perseps pengguna antara
panitia dan penyedia barang/jasa,
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sebaiknya LPSE Kota Y ogyakarta dapat
lebih meningkatkan sosialisasi sistem e
procurement yang sedang berjalan.

2. Adanya kesenjangan digital yang terjadi
pada sebagian besar  penyedia
barang/jasa dan panitia pengadaan,
dapat disebabkan oleh berbagai hal
misalnya langkanya sumber daya yang
handal, budaya penggunaan teknologi
infrastruktur yang memadai dalam hal
akses internet, hendaknya menjadikan
mereka yang terlibat dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah
meningkatkan upaya dalam mengatas
kendala tersebut. Kesadaran akan melek
teknologi menjadi unsur utama dalam
penerapan sistem e-procurement.

3. Perubahan sistem konvensional ke
sistem on-line tentunya membawa
dampak bagi semua pihak yang selama
ini terlibat dalam suatu kegiatan
pengadaan barang/jasa. Ha ini pula
yang terjadi pada kegiatan pengadaan
barang/jasa di lingkup pemerintah kota
Yogyakarta. Bisa jadi bahwa sistem
konvensional menjadi cara yang paling
baik bagi beberapa pihak yang kurang
setuju dengan sistem baru, sedangkan
tidak menutup kemungkinan bahwa
beberapa pihak yang lain lebih memilih
sistem baru karena beroleh manfaat
secara langsung. Untuk itu perlu
diadakan penelitian yang menguji
efektivitas dan efisienss pengadaan
barang/jasa diukur dari sistem yang
digunakan.

4. Keberhasilan sebuah sistem baru akan
dapat diukur dengan jelas bila dari Sis
waktu implementasi dan  proses
penerapannya telah berjalan cukup
matang dan sesuai dengan rencana.
Perlu diadakan penelitian serupa pada
waktu mendatang guna mengukur
tingkat  keberhasilan  implementasi
sistem e-procurement. Saat ini, bak
dari Sisi pengembang sistem yaitu LPSE

Kota Yogyakarta, panitia pengadaan
maupun penyedia barang/jasa, sedang
memasuki tahun kedua implementas
sistem, dimana ketiganya sama-sama
berada pada proses awal adaptasi.

5. Adanya kewsgjiban bagi semua instansi
pemerintah untuk menggunakan sistem
baru pengadaan barang/jasa secara on-
line, diharapkan dapat dijadikan bahan
pendlitian selanjutnya guna
membandingkan keberhasilan sistem
antar lembaga publik.
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